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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

NOMOR 3> TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

Menimbang : bahwa sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab | Pengelolaan Keuangan Daerah pada hurup E pada angka 3
dengan point e, bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)
mempunyai wewenang, meliputi . menetapkan Pembantu Bendahara
Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf
a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perhubungan
Kota Banjarbaru;

Mengingat I | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat || Banjarbaru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer 3822);

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) danfatau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang—Undapg Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan
barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik
Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020

ggg?r 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37),

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2021 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor  );

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);

Pcraturan Walikota Danjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi
Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Sistem
Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 48);.

Pera_tu-ran Watlikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor ).



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
TENTANG PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

Menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

Menugaskan Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, sebagai berikut :

1. Membantu bendahara pengeluaran menyiapkan pengajuan
permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU
maupun LS;

2. Membantu bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dari
Uang Persediaan;

3. Membantu bendahara pengeluaran meneliti kelengkapan dokumen
pendukung LS;

4. Membantu bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen
pendukung LS;

5. Membantu Bendahara pengeluaran membuat register SPP, SPM dan
SP2D;

8. Membantu bendahara pengeluaran menyusun Buku Kas Umum;

7. Membantu bendahara pengeluaran menyiapkan
pertanggungjawaban Uang Persediaan disampaikan kepada
Pengguna Anggaran,

8. Membantu bendahara pengeluaran menyiapkan
pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan disampaikan
kepada Pengguna Anggaran;

9. Membantu bendahara pengeluaran menyiapkan pertanggung
jawaban;

10. Membantu bendahara pengeluaran menyiapkan pertanggung
jawaban Fungsional;

11. Membuat daftar gaji PNS dilingkungan SKPD.

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun
Anggaran 2023;

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan diatur kemudian:



KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 2 Januari 2023
Kepala Dinas, q
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Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Banjarbaru
Nomor :
Tanggal: 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

No. Nama/NIP. _ Jabatan Kedinasan | Jabatan Yang Ditunjuk
1. | MUHAMMAD AMINNULLAH ,Amd Staf Subbag Perencanaan | Pembantu Bendahara
NIP. 19840323 201001 1 010 dan Keuangan Pengeluaran
2. | OKKY DWI SAPUTRA ,SST Staf Subbag Perencanaan | Pembantu Bendahara

NIP. 19931004 202203 1 007

dan Keuangan

Pengeluaran
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